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1.   PENDAHULUAN
Dana transfer ke daerah merupakan salah satu bentuk pembagian kewenangan pada daerah yang tujuannya adalah untuk dapat melakukan pembangunan ekonomi menurut kearifan lokal di daerah sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Desentralisasi fiskal, salah satunya bertujuan untuk dapat menyebarkan titik-titik pertumbuhan agar tidak terkonsentrasi di pusat saja melainkan tersebar di seluruh daerah di penjuru Indonesia. Dengan adanya transfer dana ke desa sejak tahun
2015, pemerintah bermaksud untuk menyebar titik pertumbuhan melalui pembangunan di desa, bukan hanya di daerah perkotaan.
Instrumen utama dari penyebaran titik pertumbuhan tersebut adalah desentralisasi fiskal. Sumber daya pemerintah dalam bentuk APBN dan kewenangan didistribusikan ke daerah dan desa melalui kebijakan dana transfer ke daerah yakni dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana insentif daerah. Kemudian untuk desa, terdapat Dana Desa. Masing- masing dirancang untuk tujuan tertentu, yang intinya adalah menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan, memberikan stimulus yang bersifat lokal kedaerahan untuk mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan dana-dana tersebut dikelola oleh pemerintah daerah dan desa, yang diawasi oleh pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta juga masyarakat.
Sebagai salah satu inovasi pemerintah, dana desa bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembangunan langsung ke tempat dimana permasalahan tersebut terjadi. Menurut Van de Walle & Nead (1995), salah satu tujuan utama dari kebijakan pemerintah di negara yang sedang berkembang industrialisasinya yakni adanya redistribusi pendapatan, dari daerah yang memiliki pendapatan tinggi ke daerah berpendapatan yang lebih rendah, juga redistribusi peluang yang sama (antara masyarakat di daerah industri ke masyarakat di daerah yang bukan kawasan industri) dalam mengakses aspek kesehatan, pendidikan, dan juga pasar. Program pemerintah dalam hal pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, penciptaan lapangan kerja, hingga program pengembangan kemampuan anak-anak
(childcare) dan orang tua, harus terdistribusi dari pusat ke daerah, dari kawasan yang memiliki sumber daya yang melimpah karena dekat dengan titik pertumbuhan ke kawasan yang lebih terbelakang yang jauh dari titik pertumbuhan.
Adanya Dana Desa memberi dampak pada kualitas kesejahteraan manusia dan penurunan persentase kemiskinan di Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada perbandingan perubahan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) serta penurunan persentase kemiskinan dalam tiga tahun terakhir.  Dana  Desa  memberikan  dampak  bagi  pembangunan  desa. Rasio Gini di pedesaan secara nasional menurun dari 0,34 di tahun 2014 ke 0,32 di tahun 2017. Artinya ada kemajuan pencapaian pengurangan ketimpangan di desa. Kemudian persentase penduduk miskin nasional di desa menurun, dengan baseline tahun 2014 sebesar 14,17% di tahun
2017 dapat mencapai 15,58% sedangkan kemudian di tahun 2018 (per Maret) kembali menurun menjadi 13,20%. Capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan dampak bagi pembangunan di desa, yang kemudian memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan di desa.
Pembahasan pada bab ini ada tiga bagian. Pertama, pembahasan tentang desa mandiri dan berkualitas. Kedua, pembahsan tentang pentingnya manajemen organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Ketiga, integrasi antar program dalam penyelenggaraan pemerintah desa.


2.   DESA MANDIRI DAN BERKUALITAS
Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, utamanya untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang cukup besar tersebut diakomodir oleh Pemerintah Indonesia dengan meningkatkan nominal Dana Desa yang diberikan setiap tahunnya yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. Rata-rata peningkatan jumlah Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2020 adalah sebesar 34,4%.
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(Sumber: Kementerian Keuangan, 2020)

Gambar 2.1 Jumlah Dana Desa di Indonesia 2015-2020

Arah pembangunan desa terkait dengan pemanfaatan Dana Desa ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang diperbarui setiap tahunnya. Secara umum, Dana Desa diarahkan terkait dengan :
1.   Sarana dan prasarana.
2.   Pemberdayaan masyarakat.
3.   Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa.
4.   Kegiatan  pendidikan,  kesehatan,  pemberdayaan  perempuan  dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan disabilitas.
5.   Pengelolaan BUMDesa, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
6.    Kesiapsiagaan  menghadapi  dan  penanganan  bencana  alam  dan
kejadian luar biasa lainnya
7.   Kebutuhan lainnya yang ditetapkan dalam musyawarah desa.

Efektivitas pada pencapaian indikator tujuan perlu dianalisis lebih dalam jika dilihat dari penyerapan Dana Desa. Rata-rata penerimaan Dana Desa di Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai Rp 248 miliar, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 252 miliar. Perkembangan sarana dan prasarana desa di Jawa Timur mengalami tren peningkatan yang cukup baik dari tahun 2005 hingga 2018. Kalkulasi menggunakan Data Potensi Desa (PODES) menunjukkan bahwa sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
2,39% dengan peningkatan tertinggi terjadi pada periode 2005 ke 2008 yaitu sebesar 11,82%. Sarana lainnya seperti kesehatan yang ditunjukkan oleh keberadaan Poskesdes (Pondok Kesehatan Desa) yang mengalami
tren serupa, dalam periode 2008-2018 Poskesdes di Jawa Timur rata-rata tumbuh sebesar 22%. Sarana kegiatan ekonomi desa tercermin dengan keberadaan pasar sebagai tempat transaksi sehari-hari warga desa. Peningkatan yang terjadi pada sarana pendidikan dan kesehatan juga diikuti dengan tumbuhnya pasar sebagai representasi sarana ekonomi. Rata-rata pertumbuhan pasar permanen atau semi permanen desa di Jawa Timur sebesar 5,2%. Pertumbuhan berbagai sarana kehidupan masyarakat desa menunjukkan konsistensi pembangunan desa di Indonesia khususnya Jawa Timur. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan tersebut tidak mencerminkan pemerataan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1, masih banyak desa yang belum memiliki sarana dan prasarana pendukung.

Tabel 2.1 Persentase Keberadaan Sarana di Desa Provinsi Jawa Timur

	Fasilitas
	2005
	2008
	2011
	2014
	2018

	Sekolah Dasar
	89.26
	99.81
	99.42
	99.48
	97.59

	Poskesdes
	-
	33.02
	47.78
	56.99
	58.15

	Pasar
	-
	21.77
	22.16
	23.16
	24.6


Sumber: PODES, 2005-2018

Arah pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan sarana pendidikan,  kesehatan,  dan  ekonomi  sudah  semestinya  menunjukan hasil yang positif karena sarana tersebut termasuk ke dalam mandat pemanfaatan Dana Desa. Mengacu pada Tabel 2.1 dan besaran Dana Desa yang diterima oleh seluruh desa di Jawa Timur, dicari arah pengaruh yang ditimbulkan oleh Dana Desa terhadap sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hasil uji korelasi yang dilakukan terhadap desa-desa di seluruh kabupaten di Jawa Timur menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif antara besaran Dana Desa dengan keberadaan SD di desa. Alasan dibalik hubungan yang negatif itu adalah bahwa keberadaan SD di desa sudah sangat merata dengan tingkat keberadaan mencapai 99,48% pada tahun 2014 atau sebelum pemberian Dana Desa. Pembangunan SD tidak lagi menjadi fokus pemanfaatan Dana Desa di Jawa Timur. Sarana kesehatan yaitu Poskesdes memiliki korelasi positif dengan Dana Desa meskipun tidak terlalu besar yaitu 0,35 poin. Jumlah Poskesdes di Jawa Timur mengalami peningkatan dibandingkan pada periode sebelum Dana Desa. Terdapat penambahan 142 Poskesdes menjadi 4.601 Poskesdes pada 2017 dibandingkan dengan 2013 (4.459 Poskesdes). Dana Desa juga berkorelasi positif dengan jumlah pasar di desa dengan koefisien sebesar 0,34 poin. Secara umum Dana Desa telah dimanfaatkan dengan cukup merata dengan melibatkan aspek kesehatan dan ekonomi sebagai sasaran pembangunan.
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Gambar 2.2 IPM dan Rata-rata Dana Desa Provinsi Jawa Timur 2017-2019

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan fokus pemanfaatan Dana Desa selanjutnya setelah pembenahan infrastruktur dilakukan. Gambar 2.2 menunjukkan rata-rata peningkatan skor IPM dari seluruh kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa terdapat peningkatan kualitas pembangunan manusia yakni IPM selama tahun 2017 hingga 2019 yang terjadi di seluruh daerah yang memperoleh Dana Desa. Artinya memang Dana Desa membawa memberikan manfaat langsung di desa. Manfaat tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa yang ada di Jawa Timur.
Efektifitas penyaluran Dana Desa tentu harus didorong agar dampaknya cukup besar, mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya dan menjadi sumber pertumbuhan baru di daerah. Seperti yang  terlihat  dalam  Gambar  2.2  bahwa  peningkatan  IPM  dalam  tiga tahun tersebut dibandingkan dengan besaran Dana Desa cukup robust hasilnya. Selain itu, terdapat indikator lain yang menentukan seberapa besar peningkatan dampak adanya Dana Desa pada perubahan kondisi masyarakat (yang ditunjukan dari indikator-indikator tersebut).
Kebijakan Dana Desa adalah kebijakan yang bersifat belum final. Artinya, dalam tahap awal, di beberapa tahun pelaksanaanya harus terus dievaluasi dan evaluasi tersebut terus menjadi masukan bagi perencanaan kebijakan ini yang ideal. Beragamnya kemampuan desa dan banyaknya jumlah desa di Indonesia saja dapat menggambarkan bahwa kebijakan ini
adalah kebijakan yang sangat kompleks. Dana yang diberikan pun cukup besar, menambah kompleksitas dari kebijakan Dana Desa ini. Pada tahap pertama, strategi dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa seharusnya menjadi program pengembangan kesejahteraan masyarakat desa harus mampu mengakomodasi apa saja yang sebenarnya diperlukan oleh desa. Desa sebagai komunitas terkecil dalam sebuah struktur pemerintahan, goal pertama yang harus diperhatikan adalah pembangunannya baik dari sisi masyarakat maupun lingkungan. Pemerintah Desa harus dipastikan mengetahui karakteristik desa baik secara geografis, kultur, hingga kondisi masyarakatnya. Dan hal tersebut harus terdokumentasi dalam dokumen penyelenggaraan Pemerintah Desa. Fokus utama adalah bagaimana Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik, patuh pada peraturan yang telah ditetapkan sebagai bagian pertanggungjawaban atas penggunaan dana negara, dan Pemerintah Desa harus memiliki kapabilitas untuk melakukan perencanaan desa. Kembali pada tujuan utama tadi yakni terlaksananya pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat desa.


3.   MANAJEMEN ORGANISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Kebijakan Dana Desa merupakan suatu inovasi kebijakan pemerintah, yang kemudian mengharuskan adanya transformasi organisasi di pemerintah. Yang awalnya kewenangan ada di kabupaten, saat ini kewenangan tersebut diberikan langsung ke desa. Maka kemudian manajemen organisasi merupakan hal penting untuk terwujudnya efektivitas penyaluran Dana Desa, tujuan atau outcome dari penyalurannya tercapai. Dalam teori perubahan organisasi (organizational change) terdapat beberapa isu yang harus diidentifikasi dengan baik agar proses transformasi dalam organisasi dapat berjalan. Isu tersebut adalah adanya self-organization, interaksi antar bagian dalam organisasi, relasi kekuatan dengan bagian supervisi atau pengawasan, komunikasi, dan adanya feedback. Self-Organization merupakan prinsip dari adanya manajemen perubahan organisasi ini. Bagian yang baru terbentuk dari desain perubahan harus memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri, sekaligus bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip ini bertumpu pada kemampuan organisasi tersebut. Prinsip kedua adalah interaksi antar bagian dalam organisasi yang memungkinkan organisasi untuk saling mempelajari keberhasilan dan kegagalan di bagian lain untuk menjadi pegangan dalam mengelola organisasinya. Yang ketiga adalah adanya supervisi yang mengawasi juga membantu bagian baru dalam organisasi  ini  untuk  belajar  dan  meningkatkan  kapabilitasnya  (Green,
2009).
Dalam manajemen organisasi tersebut, pemimpin memiliki peran penting. Empowerment dari pemimpin Pemerintahan Desa dalam beberapa kasus sangat menentukan. Contoh: Pengalaman Kepala Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang dalam membangun desanya menjadi kawasan  wisata  yang  dapat  berkontribusi  pada  PADesa  yang  cukup tinggi dan menciptakan lapangan kerja di desanya, menggunakan konsep BUMDes  (Sharing  Session  Pemanfaatan  Dana  Desa  di  Jawa  Timur yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur,  12  Desember  2019).  Dapat  disimpulkan  bahwa  empowerment dari sosok Kepala Desa menjadi faktor utama majunya penyelenggaraan pemerintahan di desa. Relasi publik yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut cukup baik sehingga permasalahan yang ada didesanya segera diketahui dan dapat dicari solusinya. Serta komunikasi yang dibangun dengan rival politiknya cukup baik sehingga proses evaluasi pun berjalan dinamis dalam pemerintahannya. Dalam manajemen strategis untuk organisasi publik, komunikasi sangat penting antara stakeholder, antar bagian dalam pemerintahan dan juga masyarakat, sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, dan juga dievaluasi untuk masukan penyelenggaran program-program berikutnya (Grunig & Dozier,
2003). Kapasitas aparatur desa dipandang menjadi variabel penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan dana desa. Penyebaran inovasi yang telah ada di desa dapat menjadi masukan bagi desa lain atau bagi desa tersebut kedepannya.


4.	INTEGRASI ANTAR PROGRAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pembangunan desa dalam konteks pembangunan nasional harus terintegrasi (Todaro & Smith, 2014). Beragamnya spektrum yang ada di desa membuat permasalahan pembangunan di desa, yang berbasis pada pertanian yang masih tradisional, sangat luas dan kompleks. Hal itu terkait dengan kemampuan petani yang ada di desa dalam melakukan produksi yang menjadi pendapatannya. Kemudian nilai tukar petani kepada industri di atasnya, dalam lingkup regional yang lebih besar. Dan juga kemudian kehidupan petani yang memungkinkan adanya peningkatan kualitas hidupnya menjadi lebih baik, infrastruktur sosial, dan juga infrastruktur fisik yang memungkinkan adanya pertumbuhan produksi seiring waktu. Kompleksnya rural development tersebut memerlukan strategi yang bersifat breakthrough, maka kemudian pembangunan ini dapat dikaitkan dengan adanya kebijakan Dana Desa. Di desa, aktivitas ekonomi masyarakat yang terbesar adalah di sektor pertanian. Maka kemudian kebijakan pembangunan di sektor pertanian dapat dikembangkan dalam lingkup desa, yang kemudian dikaitkan pada kebijakan cash for work.
Cash for work merupakan salah satu bentuk aktivitas padat karya yang bertujuan menyerap tenaga kerja yang besar, dengan memberikan honorarium secara langsung atau tunai untuk harian maupun mingguan, sebagai upaya memperkuat daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh  karena  itu  kunci  keberhasilan  pembangunan  sektor  pertanian yang dikembangkan dalam lingkup desa bagaimana pemerintah yang men-supervisi desa dapat mendorong aparat pemerintahan desa untuk berinovasi terkait usaha pertanian yang dimilikinya, yang dapat dikaitkan juga dengan pengembangan BUMDesa.
BUMDesa merupakan alat dalam pembangunan desa yang menggunakan kekuatan lokal (keuangan dan aset desa) berwujud pembentukan  dan  pengembangan  produk  unggulan  desa  dan/atau produk unggulan di kawasan perdesaan. Adanya BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi di tingkat desa. BUMDesa diatur dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 87, dimana desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa. BUMDesa sendiri dikeloladengansemangatkekeluargaandankegotongroyongan,BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


5.   PENUTUP
Bahkan kebijakan yang paling baik dan matang mungkin tidak berdampak jika tidak diimplementasikan dengan benar. Sayangnya, kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya bisa sangat besar (Benerjee, Banerjee, & Duflo, 2011). Oleh sebab itu, analisis dalam implementasi suatu kebijakan perlu untuk diperkaya, sebagai bahan masukan untuk perbaikan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Sepanjang 2016 hingga 2019, penyaluran Dana Desa di Jawa Timur cukup optimal dalam meningkatkan  aksesibilitas  masyarakat  pada  kesehatan,  pendidikan, dan juga akses pasar atau penciptaan pendapatan di desa. Sebagian besar Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Penyesuaian Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa harus seiring. Sehingga target pembangunan di desa dapat digambarkan pada target yang digunakan juga oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat. Sehingga pembangunan infrastruktur di desa dapat tercermin pada peningkatan indikator tersebut.

PenggunaanDanaDesatentuharusdioptimalkanagardapatmembuat desa  menjadi  semakin  berkembang  dan  mandiri.  Penyelenggaraan
pemerintahan di desa sangat bergantung pada kapabilitas Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Untuk itu peran Kepala Desa disini sangat diperlukan. Terdapat beberapa karakteristik kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa, yakni:
1.   Leadership  yang  kuat  sehingga  dapat  melakukan  pemberdayaan baik bagi jajaran Pemerintahan Desa hingga masyarakat desa. Mengapa penting? Karena dari Kepala Desa-lah relasi publik dapat dibangun sehingga masyarakat dan juga jajaran pemerintahan desa, juga evaluatornya, dapat mengkomunikasikan apa yang menjadi kesulitan di desa tersebut. Sehingga penggunaan Dana Desa dapat efektif.
2. Harus  mampu  menyatukan  kekuatan  serta  mempersatukan perbedaan politik.
3.   Harus  mampu  menggerakkan  masyarakatnya  agar  bisa  produktif dan memanfaatkan Dana Desa dengan maksimal.
4.   Harus  bisa  menggali  potensi  yang  dimiliki  desa  serta  motivasi sehingga anak-anak muda yang ada di luar desa bisa kembali ke desa dan produktif dalam rangka mengembangkan desa. Pemerintah Desa memiliki instrumen untuk dapat merubah kehidupan di desa yakni dengan Dana Desa dan juga dengan kewenangan pada BUMDes untuk menciptakan peluang ekonomi. Kepala Desa sangat berperan untuk dapat mengintegrasikan hal tersebut.
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